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BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

TAHUN 2012 

TENT ANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DAERAH KHUSUSNYA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT, SEKRETARIAT 
DEWAN DAN BAPELITBANGDAL DAERAH PEMERINTAH 

KABUPATEN BOlAANG MONGONDOW TIMUR 

OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BOlAANG MONGONDOW TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 39 ayat (1) dan 
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, maka diberikan tamb-.rn penghasilan 
Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan, kinerja, disiplin pegawai dan 
Beban kerja; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Bolaang mongondow Timur tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan 
lnspektorat, Sekretariat Dewan dan Bapelitbangdal Daerah 
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 
2011; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

S. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow 
Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4875); 

Tentang 
Timur di 
Republik 

lembaran 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
Struktural (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4194); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan bembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
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atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan 
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan 
digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku. 


